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BUPATI BANGKA TENGAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 
 

SALINAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH 

NOMOR  17  TAHUN 2024 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH 

NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 

 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI BANGKA TENGAH, 
 

Menimbang : a. bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan 
dengan melalui kegiatan pendataan, pencatatan, dan 

pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah 
berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, 
transparansi, akuntabilitas dan kepastian nilai; 

 
b.  bahwa untuk optimalisasi pengelolaan Barang Milik 

Daerah yang semakin berkembang dan kompleks, maka 

perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati 
Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; 
 

c.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf b 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, 

Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang 
menyatakan bahwa Pengguna Barang atau Kuasa 
Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik 

Daerah yang berada dalam penguasaannya berupa selain 
persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan 
dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun; 
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d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2023 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi 

Barang Milik Daerah; 
 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000  
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4033); 

 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten 
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4268); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6         
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        
Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016         
Nomor 547); 

 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 2083); 

 

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164); 
 

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi 
dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); 
 

10.  Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah         
Tahun 2018 Nomor 259); 

 
11.  Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 65 Tahun 2009 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 156), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Bangka Tengah Nomor 65 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten 

Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 410); 
 

12.  Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2023 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi 
Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten        

Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1274); 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 18      
TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 

INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH. 
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Pasal I 
 

Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2023 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang 
Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah 

Tahun 2023 Nomor 1274), diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 4 Pasal diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 4 

 
(1) Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang 

melakukan Inventarisasi BMD yang berada dalam 
penguasaannya setelah memperoleh hasil audit dari 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

berupa: 
a. persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan 

dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) 
tahun; dan 

b. selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan 

dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) 
tahun. 

 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a berupa persediaan yang akan 

diserahkan kepada masyarakat. 
 

(3) Pelaksanaan Inventarisasi BMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

 
 

2. Ketentuan Pasal 5 Pasal diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 5 

 
(1) Pengelola Barang melakukan Inventarisasi BMD yang 

berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) 
kali dalam 5 (lima) tahun. 
 

(2) Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada    
ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan. 

 
(3) Pelaksanaan Inventarisasi BMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 
 
 

3. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Bangka Tengah 
Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah diubah 
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 
 
 

 
Ditetapkan di Koba 

pada tanggal  27  Juni  2024 
 

      BUPATI BANGKA TENGAH, 

 
 

ttd/dto 
 

ALGAFRY RAHMAN 

 
 
 

Diundangkan di Koba 
pada tanggal  27  Juni  2024 

 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA TENGAH, 

 
 

ttd/dto 
 
SUGIANTO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 
1410 

 
 


